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Sehubungan pemilik dan pengguna norma Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan perbuatan yang merugikan Advokat maka diperlukan suatu uji materiil “Judicial Review“ melalui Yang Mulia Hakim Konstitusi sebagaimana Pemohon berikut ini:


N a m a
:
TONIN TACHTA SINGARIMBUN
U m u r
:
51 tahun
A g a m a
:
Kristen Protestan
K T P
:
3172026410770012

Pekerjaan
:
A d v o k a t
Organisasi
:
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)

A l a m at
:
Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870.
Telepon/Fax
:
+6285217734637/ 021 8199421

dan dalam persidangan uji materiil akan dibantu oleh Asisten Advokat yang terdiri dari : Ananta Rangkugo, Dewi Puspita dan Vino yang kesemuanya WNI, selanjutnya disebut PEMOHON;

I. PENDAHULUAN


Bahwa, Pemohon adalah principal pada permohonan uji materiil “judicial review” berdasar  kepada fakta hukum yang berakibat kerugian konstitusional dapat dibuktikan berdasarkan berikut ini :


1. Perkara Gugatan Praperadilan nomor: 012/Pid.Pra/2016/PN.JKT.PST;

2. Perkara Pidana Nomor 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR;
3. Surat Perintah Penyidikan KPK Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan Tersangka ROHADI SH MH;
4. Surat Perintah Penyidikan KPK Nomor: Sprin.Dik- 44/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan Tersangka SAMSUL HIDAYATULLAH;

Bahwa, permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 huruf (a) frasa “aparat penegak hukum” yang selengkapnya adalah “:
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara


Bahwa, Pemohon akan membuktikan kerugian Pemohon tersebut telah terjadi sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tersebut di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tanggal 27 Desember 2002 beserta Penjelasannya yang telah menjadi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) adalah konstitusi Negera Kesatuan Repubulik Indonesia (“NKRI”);

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(1)  Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
(2)  Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
(1) 
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 

(3)  Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam norma Pasal 11 huruf (a) frasa “Aparat Penegak Hukum”, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini. 

III. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:”

1. perorangan warga negara Indonesia; 
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
3. badan hukum publik atau privat; atau 
4. lembaga negara


Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” dengan profesi ADVOKAT hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon


Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;


Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-udnang, yaitu:

i. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan

ii. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang;


Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:


(1)  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

(2)  bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh suatu Undang Undang yang diuji;
(3)  bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
(4)  adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
(5)  adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.


Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:

Ad (1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

· bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli sejak turun temurun dan dapat dibuktikan sebelum kemerdekaan telah berdomisili di Nusantara dan leluhurnya termasuk yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu;

· bahwa, dengan pembuktian sebagai WNI maka apa yang telah disebutkan pada konstitusi UUD 1945 adalah melekat kepada Pemohon, dalam hal ini hak-hak;

· bahwa, Pemohon sebagai perorangan dengan Profesi Advokat yang pada saat mengajukan permohonan belum dicabut hak dan/atau kewenangan konstitusional;

· bahwa, Pemohon untuk diangkat menjadi Advokat harus memiliki persyaratan sebagaimana pasal 3 UUA berikut ini:
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia;

2. bertempat tinggal di Indonesia;

3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

· berdasarkan status dan hukum yang ada maka kerugian atas berlakunya norma a-quo sangat berdasar jika norma tersebut tidak dimaknai sebagaimana kehendak konstitusi terhadap warga negaranya dalam hal ini Advokat;
Ad (2) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh suatu Undang Undang yang diuji

· bahwa, Pemohon sejak menjadi Advokat dan menjalani Profesi Advokat tidak pernah melakukan “penegakkan hukum” sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntututan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahap penegakkan hukum tersebut antara lain: melakukan penyadapan, melakukan penetapan tersangka, melakukan penahanan, melakukan penangkapan/ OTT, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan melakukan penuntutan kepada siapa-siapa yang melanggar hukum;

· bahwa, Pemohon sejak menjadi Advokat dan menjalani Profesi Advokat tidak pernah melakukan fungsi sebagaiman Jabatan HAKIM, Jabatan Panitera Pengganti dalam pengadilan;

· bahwa, Pemohon disebutkan pada UU Advokat adalah “Penegak Hukum” dan secara keseluruhan norma dan penjelasannya dan norma terkait berkenaan dengan Penegak Hukum yang dimaksud pada UUA tersebut tidak dimaknai sebagai Aparat Penegak Hukum sebagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang secara khusus pada tindak pidana koropsi dengan jelas kewenangan, kekuasaannya dan keistimewaanya yang kesemuanya itu tidak pernah dimiliki oleh Pemohon dalam menjalankan Profesinya;

· bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat tugas / surat perintah Organisasi Advokat guna menjalankan Profesinya yang jika diteliti dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK kepada Aparatnya perlu suatu surat perintah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan demikian juga terhadap Hakim dan Panitera Pengganti dalam persidangan memerlukan surat tugas atau surat penunjukkan dalam perkara yang akan disidangkannya;

· bahwa, Pemohon dalam menjalankan Profesi Advokat berdasar kepada Surat Kuasa yang diberikan oleh orang yang membutuhkannya atau ditentukan oleh UU harus didampingi oleh Advokat;
· bahwa, dalam menjalankan Profesi Advokat pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan/atau KPK maka kewenangan Pemohon tidak ada kecuali hanya terbatas yang pada pokoknya membantu kelancaran Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan/atau KPK dalam melakukan “penegakan hukum” terhadap orang yang memberikan kuasa kepada Pemohon;

· bahwa, dalam menjalani Profesi Advokat yaitu penangguhan/ pengalihan penahanan yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan kliennya yang sangat berdasar kepada Hukum (KUHAPidana) maka tidak pernah mendapatkan balasan secara tertulis dan lisan oleh Kepolisian, Kejakasaan, KPK, dan Kehakiman;
· bahwa, dalam menjalankan Profesi Advokat maka Pemohon hanya sebagai warga negara biasa jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum “Kepolisian, Kejaksaan, KPK” dalam hal berikut ini:

· melapor dan meminta ijin untuk betemu dengan klien dan waktu dibatasi, jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum yang tidak ada batasan dan ketentuan dalam Penegakan Hukumnya;
· melepaskan alat elektronik : hp, laptop dll jika bertemu dengan klien, jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum yang dapat menggunakan dan membawanya setiap saat dan pada setiap tempat;

· hanya dapat dengan bebas melakukan pembelaan terhadap klien (menjalankan profesi) pada saat di pengadilan melalui jawab menjawab, pemeriksaan saksi, pembuktian dan pledoi yang kesemuanya juga masih dibatasi dalam menyediakan saksi karena surat panggilan saksi Pemohon tidak berdampak hukum kepada yang dimintakan menjadi saksi tidak bersedia sebagaimana panggilan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan kepada siapa saja untuk dimintai keterangan maka harus hadir jika tidak bermaksud untuk melanggar hukum;
· upah/ penghasilan Pemohon dari pemberi kuasa dan tidak dapat ditagihkan kepada Negara, kecuali berkaitan dengan pembelaan “bantuan hukum” yang disediakan oleh Negara;

· bahwa, dengan menyatakan Pemohon adalah “Aparat Penegak Hukum” adalah tidak relevan dan tidak berdasar kepada ketentuan sehingga norma pasal 11 huruf a yang berkaitan dengan frasa Aparat Penegak Hukum harus diuji materiil karena telah melanggar konstitusi;
Ad (3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
· bahwa, Pemohon yang hanya menjalankan pembelaan pada pengadilan berdasarkan kuasa dari klien, dan tidak melakukan perbuatan sebagai Aparat Penegak Hukum sebagaimana Hakim juga telah secara khusus disebut adalah Aparat Penyelenggara Negara;

· bahwa, Advokat menjadi penasihat hukum disebutkan pertama kali oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan demikian menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum adalah tidak tepat;

· bahwa, Panitera Pengadilan ditempatkan sebagai Aparat Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan menetapkan Panitera Pengganti pada persidangan yang dipimpin oleh Hakim;

· bahwa, kriminalisasi dapat terjadi kepada Pemohon sebagai Advokat pada waktu yang akan datang atau pada saat ini telah dialami oleh rekan advokat lain dengan menempatkannya sebagai Aparat Penegak Hukum sebagaimana uraian perbuatan pidana ROHADI SH MH dan terungkap pada persidangan praperadilan nomor 012/PidPra/2016/PN.JKT.PST dengan menarik Advokat Kasman Sangaji dan Advokat Berthanaialia Ruruk Kariman agar kewenangan KPK dapat pas dalam persangkaan dan penyadapannya;
· bahwa, Pemohon tidak dapat dibatasi hak asasinya untuk mencari nafkah dan melakukan pembelaan hukum (melepaskan atau meringankan tuntutan) dengan dipasung menjadi Aparat Penegak Hukum oleh KPK karena sudah menjadi keharusan bagi Pemohon akan selalu menerima uang berupa fee dan/atau hadiah dari klien akibat telah berhasil membela kepentingan klien dengan mengalahkan argument dan pembuktian oleh Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan; 

· bahwa, uang tersebut dapat dikriminalisasi dengan kewenangan dan kekuasaan KPK sebagai suap akibat putusan hakim lebih rendah atau bebas dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Kejaksaan dan KPK;
Ad (4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
· bahwa, UU 30 tahun 2002 telah lebih dahulu lahir dibandingkan dengan UU 18 tahun 2003;
· bahwa, pembelaan oleh Panasehat Hukum telah ada sebelum UU 30 tahun 2002 yang berisikan norma dengan frasa “Aparat Penegak Hukum” dengan demikian Advokat belum ada pada saat UU KPK disahkan dan diberlakukan;
· bahwa, terhadap UU yang terkahir akan dipergunakan untuk meringankan yang merasa dirugikan dan UU yang terdahulu sudah sepatutnya tidak secara otomatis dapat dimaknai UU berikutnya akan menjadi terkait dengan UU yang lahir setelah itu, kecuali secara jelas pada UU yang baru tersebut ada hubungannya dengan UU sebelumnya, oleh karena itu akan diuraikan tentang UU 18 tahun 2003 tentang Advokat berikut ini:

	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).


· bahwa, terhadap ke-11 pertimbangan tidak pernah disebutkan UU 30 tahun 2002 tentang KPK sehingga dengan demikian secara ketentuan Advokat tidak dapat ditarik menjadi kewenangan KPK hanya berdasar kepada pengertianya sendiri;
· bahwa, Advokat bukan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaknai oleh KPK karena dengan jelas disebutkan pada UU Advokat pemaknaan “penegak hukum” dan pemaknaan “aparat penegak hukum”;

· bahwa, hubungan sebab akibat dapat dibuktikan dengan pemaknaan norma khususnya frasa “Aparat Penegak Hukum” oleh KPK yang tidak berdasar kepada hukum dan bertentangan dengan konstitusi;

· bahwa, UU Advokat lebih mengutamakan sebagai sarana mencari nafkah kepada Pemohon dibandingkan dengan “Aparat Penegak Hukum” sebagaimana sumpah Advokat berikut ini:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

· bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

· bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

· bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

· bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

· bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

· bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

· bahwa, apa yang telah diucapkan dalam sumpah tidak pernah menyebutkan Advokat adalah Aparat Penegak Hukum, keucali apa yang telah disebutkan di atas;
· bahwa, kerugian secara langsung telah terjadi kepada Pemohon dengan ditarik atau ditempatkan sebagai Aparat Penegak Hukum pada norma pasa 11 huruf a UU 30 tahun 2002;

Ad (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
· bahwa, Pemohon telah merasakan kerugian akibat norma pasal 11 huruf a khususnya frasa Aparat Penegak Hukum yang telah menarik Advokat di dalamnya sebagaimana terungkap pada persidangan praperadilan nomor 012/PidPra/2016/PN.JKT.PST sebagai akibat uraian TPK pada ROHADI SH MH;

· bahwa, Aparat Penegak Hukum yang tidak ada penjelasannya jika dibandingkan dengan frasa Aparat Penyelenggara Negara yang ada penjelasan dan hukumnya ternyata pada persidangan praperadilan 012/PidPra/2016/PN.JKT.PST telah terungkap pemerkosaan hukum oleh KPK dengan meletakkan ROHADI SH MH sebagai Panitera Pengganti menjadi kewenangannya akibat Panitera Pengadilan yang mejadi kewenangan KPK telah dimaknai termasuk Panitera Pengganti;

· bahwa, terhadap yang telah ada penjelasan “Panitera Pengadilan” masih dapat dilakukan pemerokosaan hukum oleh KPK dan jika dibandingkan “Aparat Penegak Hukum” yang tidak pernah dijelaskan pada seluruh UU a-quo maka dengan kekuasaan yang luar biasa dimilikinya dapat membuat pengertiannya sendiri siapa saja yang dapat dijadikan Aparat Penegak Hukum sepanjang ada akar kata/ frasa “penegak hukum” pada norma yang berkaitan dengan jabatan atau pribadi warga negara in casu Advokat; 
· bahwa, melalui judicial review akan menetapkan “aparat penegak hukum” tidak termasuk Advokat sehingga segala perbuatan Advokat berkaitan dengan korusp akan dapat menjadi kewenangan KPK sebagai orang lain yang terkait dengan perbuatan aparat penegak hukum atau aparat penyelenggara negara;


bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon dengan berlakunya frasa “ aparat penegak hukum “ pada Norma yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan frasa pada pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan;

IV. ALASAN PERMOHONAN


bahwa, seorang Advokat menjalankan jasa hukum berdasarkan dan sesuai dengan permintaan dari klien yang dapat dihubungkan dengan  hak dan kewajibann Advokat pada Undang-undang tentang Advokat antara lain:

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.


bahwa, Saipul Jamil telah memilih Advokat dalam perkara pidana nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR dan dalam dalam pengadilan ternyata JPU telah membuat dakwaan alternative berikut ini:


1. Dakwaan alternative kesatu adalah pasal 82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara;

2. Dakwaan alternative kedua adalah pasal 290 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara;

3. Dakwaan alternative ketiga pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;


bahwa, JPU dalam persidangan mengajukan tuntutan kepada Saipul Jamil dalam perkara pidana nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan denda, dan tuntutan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim berikut ini:


1. Hakim Ifa Sudewi selaku Ketua Majelis sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakut, 

dan Empat hakim lain selaku anggota Majelis, yakni :

2. Hasoloan Sianturi, 

3. Dahlan, 

4. Sahlan Efendi, dan 

5. Jootje Sampalang.


bahwa, Majelis Hakim perkara pidana nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR menyatakan tidak terbukti terhadap dakwaan Primer dan dakwaan subsider sehingga yang terbukti dakwaan lebih subsider dan penjatuhan hukuman adalah 5 (lima) tahun beserta denda;



bahwa, KPK membuat suatu penafsiran terhadap putusan/ vonis 3 (tiga) tahun dan denda dengan mengatakan “adanya pengurusan” putusan sehingga menjadi amar putusan lebih ringan dari penuntutan;



bahwa, berdasarkan pemikiran Komisi Pemberantasan Korupsi telah terjadi penyuapan dengan uang berasal dari Saipul Jamil melalui Samsul Hidayatullah yang diserahkan kepada Kasman Sangaji selanjutnya kepada Bertha untuk diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti ROHADI SH MH, atau setidak-tidaknya penyuapan oleh Advokat kepada Panitera Pengganti ROHADI SH MH guna mengatur putusan menjadi 3 (tiga) tahun dan putusan 3 tahun dianggap terlalu ringan oleh KPK dan terjadi karena adanya penyuapan dan bukan berdasarkan fakta persidangan dan kewenangan Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR;


bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pengakuannya pada persidangan praperadilan nomor 012/Pra.Pid/2016/PN.JKT.PST telah melakukan penyelidikan terhadap ROHADI SH MH sejak tanggal 4 Mei 2016 ( dikutip dari halaman 13 pada jawaban/ eksepsi per tanggal 27 Juli 2016);
 


bahwa, uraian tindak pidana yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana norma pasal 6 huruf (c) jo.11 UU 20 tahun 2002 kepada ROHADI SH MH adalah :


----- la (ROHADI, SH; MH) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGKA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul  Hidayalullah dengan maksud untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. ------


bahwa, dalam persidangan praperadilan terungkap KPK sebagai pelaksana norma pasal 11 huruf (a) UU 20 tahun 2002 telah keliru dalam memaknai kewenangan atau limitatif objek yang menjadi kewenangannya walaupun memiliki kekuasaan terhadap persangkaan pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana berikut ini:


APARAT PENYELENGGARA NEGARA
(1)  bahwa, ROHADI SH MH pada uraian disebutkan adalah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaknai Panitera Pengailan;

(2)  bahwa, Pelaksana Norma pasal 11 ayat a telah melewati batas bawah atau limitatif yang diberikan oleh Norma akibat menjadikan seorang Panitera Pengganti dalam menjalankan tugas pasal 6 huruf c frasa norma “penyelidikan” dengan cara penyadapan atau istilah penegakah hukum lainnya yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi:

(3)  bahwa, Norma telah menyebutkan limitatif objek sebagaimana pada penjelasan norma pasal 11 huruf a “Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. sebagaimana norma pasal 2 UU 28 tahun 1999 telah membatasi jabatan “aparat penyelenggara negara” yaitu:

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah wakil PemerintahPusat di daerah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputiHakim di semua tingkatan Peradilan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur,dan Bupati/Walikotamadya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsistrategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan 

8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.


Adalah suatu kekeliruan berikutnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyangkakan Panitera Pengganti akan sama dengan Panitera Pengadilan hanya berdasar kepada pengertian dan pemaknaanya sendiri terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurus Sita, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berakibat pengabaian norma yang lebih tinggi dari SEMA tersebut dalam mengatur panitera pengadilan, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti oleh norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;

e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.


Bahwa, mengenai tugas dan kewenangan dari masing-masing jabatan telah disebutkan juga oleh norma sehingga pemaknaan yang keliru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah jelas yang berakibat timbulnya suatu kerugian konstitusi terhadap warga negara dengan jabatan Panitera Pengganti:



bahwa, setelah dapat dibuktikan panitera pengganti tidak termasuk kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparat Penegak Hukum dan/atau Aparat Penyelenggara Negara, tetapi tetap melakukan kriminalisasi Jabatan Panitera Pengganti dengan adanya pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 maka selanjutnya siapa yang berperan sebagai Aparat Penegak Hukum dan/atau Aparat Penyelenggara Negara yang terkait dengan tindak pidana yang telah disangkakan pada uraiannya tersebut di antara nama-nama Syaiful Jamil, Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul  Hidayalullah sehingga masih menjadi kewenangannya sebagaimana pada norma pasal 6 huruf c UU tentang KPK;



bahwa, dengan tidak berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana kewenangannya secara limitatif pada normal pasal 11 huruf a jo. pasal 6 huruf c UU 20/2002 maka segala sesuai yang diperbuatnya terhadap jabatan Panitera Pengganti dalam hal ini ROHADI SH MH menjadi tidak sah lagi yaitu : penyadapan, pengintaian dan lain sebagainya yang telah dapat dibuktikan dalam pemeriksaan ROHADI SH MH pada pemeriksaan tanggal 15 Juni 2016 dan pemeriksaan lainnya telah membuktikan perbuatan ROHADI SH MH adalah perbuatan sebagai warga negara dengan jabatan Panitera Pengganti setidak-tidaknya terhadap penyadapan/ rekaman CCTV/ Photo yang dilakukan selain dengan BERTHANAIALIA RURUK KARIMAN;
 

APARAT PENEGAK HUKUM


bahwa, Norma pada frasa “aparat penegak hukum” tidak ada penjelasan pada pasal 11 huruf a yang menjadi objek judicial review;



bahwa, akibat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menarik jabatan Panitera Pengganti pada perkara pra peradilan nomor 12/PrapPid/2016/PN,JKT.PST sebagaimana telah terungkap pada pemeriksaan saksi adalah Penyidik KPK Saksi Edwar Zulkarnaen dan Saksi MUSLIMIN masing-masing pada pemeriksaan atau pemberian keterangan pada persidangan tanggal 28 dan tanggal 29 Juni 2016 dan telah terjadi pergeseran pembelaanya pada persidangan praperadilan dengan menyatakan Advokat adalah Aparat Penegak Hukum;



bahwa, Pemohon yang sedang melakukan dan menjalankan profesinya sebagai Advokat dalam perkara praperadilan merasa dirugikan oleh pengertian dan kewewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tersebut yang meletakkan Kasman Sangaji dan Berthanaialia Ruruk Kariman terhadap perbuatannya yang disangkakan adalah sebagai Aparat Penegak Hukum karena pada persidangan nomor 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR telah menjalankan profesinya sebagai Advokat dari Saipul Jamil; 



bahwa, dengan menarik dan menempatkan Advokat sebagai Aparat Penyelenggara Negara guna memuluskan kewenangannya dalam menjalankan pasal 6 huruf c jo. pasal 11 huruf (a) frasa Aparat Penegak Hukum sehingga persangkaan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana terhadap Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan dapat menjadi kewenangannya sehingga  mengambil alih kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan;


bahwa, Advokat dan Aparat Penegak Hukum telah dimaknai secara keliru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengabaikan norma yang sesungguhnya sebagaimana berikut ini ;
 

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan


bahwa, penegak hukum yang dimaksud frasa pada norma pasal 5 ayat (1) UU tentang Advokat telah dimanipulasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparat Penegak Hukum untuk didudukan pada frasa “aparat penegak hukum” pada norma pasal 11 ayat a UU tentang KPK;



bahwa, Aparat Penegak Hukum tidak termasuk Hakim, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan dan oleh karena jabatan tersebut telah ditetapkan sebagai Aparat Penyelenggara Negara, dengan demikian Aparat Penegak Hukum yang dimaksud oleh Frasa pada norma pasal 11 huruf a UU KPK tidak pernah disebutkan oleh norma maupun penjelasan norma;
   

bahwa, mengenai apakah lembaga penegak hukum harus diatur melalui Undang-undang, dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12/2011,alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

bahwa, Naskah Akademis pembentukan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi tidak dapat ditemukan oleh Pemohon pada tempat-tempat yang mudah untuk ditemukan, dan oleh karena itu dengan demikian Pemohon berpendapat frasa “ aparat penegak hukum” yang tidak ada penjelasannya dibandingkan dengan frasa “aparat penyelenggara negara’ pada norma pasal 11 huruf (a) tidak dapat diartikan dapat dimaknai secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Mahkamah menyatakan pendapat dan keputusan konstitusinya;



bahwa, Pemohon tidak pernah merasa sebagai “aparat penegak hukum dan/atau sebagai aparat penyelenggara negara” kecuali sebagai pihak lain sebagaimana frasa yang disebut pada norma pasal 11 huruf (a) UU 30/2002;
 


bahwa, dalam perkara praperadilan nomor 012/Pid.Prap/2016/PN.JKT.PST pada pemeriksaan saksi MUSLIMIN (adalah anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di KPK) adalah Penyidik KPK dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemohon menjawab/ memberikan pernyataan dengan mantab dan penuh keyakinan tentang aparat penegak hukum adalah ADVOKAT “Kasman Sangaji dan Berthanatalia Ruruk Kariman  dan sebagai Aparat Penyelenggara Negara adalah ROHADI SH MH yang memiliki jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara“;



bahwa, penyidik KPK tersebut dengan pemahaman dan pengertiannya sendiri menyatakan jabatan Panitera Pengadilan adalah Panitera Pengganti yang didasari terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurus Sita sehingga pendapat pemohon atas KPK adalah pemerkosaan konstitusi dengan melanggar norma-norma yang telah secara baku menyatakan mengenai jabatan panitera pengadilan, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti sebagai mana berikut ini;


1. Jabatan Panitera disebutkan pada UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Pasal 27

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;

e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

Pasal 58

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

2. Dan selanjutnya KPK dengan sengaja melakukan penyeludupan Keputusan Ketua Mahkamah Agung guna mengaburkan jabatan panitera pengadilan, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti dengan menghapuskan norma-norma pada pasal UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan KMA nomor: 122/KMA/SK/VII/2013, dan norma yang telah baku dinyatakan tidak berlaku sehingga kerugian konstitusi akibat ada norma yang diabaikan oleh KPK sebagaimana berikut ini:
Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

(4)
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan

Ayat (4)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


bahwa, penyidik KPK pada persidangan perkara praperadilan nomor 012/PidPra/2016/PN.JKT.PST dengan gagahnya menyatakan Advokat adalah aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan pada UU tentang Advokat, sehingga dengan demikian kewenangannya melakukan OTT dan penetapan Tersangka kepada ROHADI SH MH sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya pada norma pasal 11 huruf (a) dan sesuai dengan pemikiran penyelidikan dan penyidikan oleh KPK yang menurut pendapat dan pengertian hukum Pemohon tidak menjadi kewenangan KPK maka akan diuraikan peran dan posisi jabatan berdasarkan urian pidana yang dalam pemikiran KPK adalah “- - - la (ROHADI, SH; MH) menerima hadiah atau janji dari Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul  Hidayalullah dengan maksud untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.- - -” yang bila dihubungkan secara forensik dengan kewenangannya akan terurai berikut ini;

 
Undang-Undang No. 30/2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi • 

Pasal 6 huruf c : KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.• 

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukanpenyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 

(Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan-penyidikan-penuntutan hanya terbatas “khusus” terhadap tindak pidana korupsi butir a, b, dan c pasal 11)

Pemikiran KPK dalam persidangan prapepradilan nomor 012/PraPid/2016/PN.JKT.PST adalah:

aparat penegak hukum 
: 
adalah Advokat Kasman Sangaji dan Berthanaialia Ruruk Kariman;
aparat penegak hukum
:
ROHADI SH MH dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan

orang lain
:
Syaiful Jamil dan Samsul  Hidayalullah

perbuatan
:
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

Penyelidik dan Penyidik tidak pernah dapat menemukan 5 (lima) Majelis Hakim telah memutus pidana 3 (tiga) tahun dari tuntutan 7 (tujuh) tahun akibat adanya pengurusan oleh Advokat dan/atau Penyelenggara Negara berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukannya kepada ke-5 Hakim, demikian juga terhadap kekhususan dari KPK dalam penyadapan yang tidak pernah dapat membuktikannya;
Terhadap kegagalan Penyidik KPK menemukan hubungan ke-5 Hakim dalam putusan 3 (tiga) tahun dengan penyadapan akan ada pengurusan oleh ROHADI SH MH dengan jabatan Panitera Pengadilan berdasarkan komunikasi dengan Berthanaialia Ruruk Kariman adalah Advokat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua PN Jakarta Utara yang menunjuk Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri yang menunjuk Panitera Pengganti;
Pemohon yakin dalam penyelidikan yang dimulai tanggal 5 Mei 2016 oleh KPK telah memposisikan Hakim akan menjadi tersangka (OTT) dan tidak pernah dalam benak KPK untuk menyatakan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum dan demikian juga terhadap ROHADI dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan sebagai Aparat Penyelenggara Negara telah sempurna sehingga dilakukan OTT pertama kali terhadap ROHADI SH MH dan bukan terhadap Majelis Hakim karena KPK dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadasp orang lain yaitu Samsul  Hidayalullah;


bahwa, seandainya KPK baru menyadari telah salah dalam penyelidikan dan seterusnya yang tidak memeiliki kewenangan sebagaimana norma pasal 11 huruf a UU 30/2002 dan dengan adanya praperadilan nomor 012/PraPid/2016/PN.JKT.PST  dengan terpaksa menarik Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum;


bahwa, KPK telah salah memaknai “aparat penegak hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam norma dan dengan melakukan kriminalisasi sehingga Advokat diangkat derajatnya sebagai “Aparat Penegak Hukum” sebagaimana frasa pada norma pasal 11 huruf (a) UU 30/2002 dan tidak menaruh perduli makna dari “penegak hukum” yang dimaksud norma pada UU Advokat dan Kekuasan Kehakiman jika dihubungkan dengan norma pada UU Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung, dengan pemikiran KPK tesebut pada frasa yang menjadi objek uji materiil telah berakibat kerugian konstitusi yang tidak dapat dihindarkan lagi berdasarkan batu uji berikut ini:


bahwa, makna dari norma Pasal 6 huruf c UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berkata hukum : Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 

telah berakibat kepada multi tafsir dan ketidak pastian hukum akibat tidak ada penjelasan berkaitan dengan norma tersebut terhadap frasa “aparat penegak hukum” jika dibandingkan dengan frasa “aparat penyelenggara negara” yang ada penjelasannya;


bahwa, multi tafsir terhadap frasa “Aparat Penegak Hukum” telah terjadi dengan pemaknaan secara sepihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan manarik ADVOKAT sebagai Aparat Penegak Hukum;



bahwa, akibat kewenangan yang luar biasa dimiliki oleh KPK dalam pemberantasan korupsi maka terhadap frasa “ Aparat Penyelenggara Negara “ juga telah dimaknai secara sepihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menarik Jabatan Panitera Pengganti sebagai Aparat Penyelenggara Negara;



bahwa, dengan jelas disebutkan oleh Norma pasal 11 huruf a dalam penjelasan mengenai “Aparat Penyelenggara Negara” tidak pernah menempatkan Panitera Pengganti dalam jabatan yang menjadi kewenangan KPK dalam menjalankan pasal 6 huruf C UU 30/2002 karena jabatan tersebut tidak pernah termasuk pada pasal 2 dan penjelasannya nomor 7 UU 28 tahun 1999;



Berdasarkan adanya pengertian yang multitafsir dan dapat dilakukan oleh KPK secara sewenang-wenang menarik siapa saja dan menempatkan jabatan pada “aparat penegak hukum” dan “aparat penyelenggara negara” maka PEMOHON berkeyakinan hanya melalui Mahkamah Konstitusi akan mendapat kepastian hukum dan akan mengeluarkan larangan kepada KPK untuk melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sehingga sekarang dan pada waktu yang akan datang ada jaminan tidak terjadi pelanggaran dan kerugian konstitusi terhadap siapa saja yang nama jabatan dan pekerjaannya diluar dari frasa aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara negara;


bahwa, harus dimaknai frasa dari aparat adalah identik dengan profesi yang diberikan oleh Negara/ Pemerintah kepada warga negara dengan ketentuan dan persyaratan yang sama/ setingkat antara lain dalam kelembagaan, pembiayaan, fasilitas, sarana dan segala sesuatunya akan menjalanka tugas kenegaraan/ pemerintah yang pada pokoknya “penegakkan hukum”, dengan demikian aparat harus memiliki kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kewenangan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi dan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah-mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang;


bahwa, dengan demikian makna aparat yang dihubungkan atau dikaitkan dengan frasa “penegak hukum” dan “penyelenggara negara” harus dimaknai terbatas dalam ruang lingkup penugasan oleh Negara/ Pemerintah kepada warga negaranya tersebut;


bahwa, mengenai aparat penyelenggara negara selalu harus dihubungkan dengan UU nomor 28 tahun 1999 yaitu pasal 2 dan penjelasannya sebagaimana berikut ini:

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan

Pasal 2

Angka 1


Cukup jelas

Angka 2


Cukup jelas

Angka 3


Cukup jelas

Angka 4


Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Angka 5


Yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Peradilan.

Angka 6


Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur,dan Bupati/Walikotamadya.

Angka 7


Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

8. Panitera Pengadilan; dan 

9. Pemimpin dan bendaharawan proyek.


bahwa, setiap warga negara telah memiliki pengertian tentang aparat penegak hukum atau penegak hukum, dan rakyat Indonesia tidak pernah memaknai jabatan HAKIM, Jabatan Jaksa, Jabatan Penyidik bukan aparat penegak hukum;
 


bahwa, dengan demikian yang menjadi aparat penegak hukum yang dimaksud oleh frasa pada norma pasal 11 huruf a dapat sebagai aparat penegak hukum adalah diluar aparat penyelenggara negara dan/atau termasuk yang telah disebutkan juga sebagai aparat penyelenggara negara;



bahwa, lembaga Kepolisian, TNI, KPK, BNN, PPATK, Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Komnas HAM, Bea dan Cukai, Pajak, Satpol PP, LLAJR/ Polisi Timbangan, Hansip,   dan lainnya kecuali Hakim, Jaksa, Penyidik dan Panitera Pengadilan akan ditempatkan sebagai Aparat Penegak Hukum atau dikecualikan dari Aparat Penegak Hukum pada frasa norma a-quo akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;



bahwa, dengan adanya profesi Advokat, profesi security (satpam) atau profesi lainnya yang tidak memiliki status sebagai Pegawai Pemerintah/ Negara dan kesemuanya adalah swasta dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam penegakkan hukum sebagaimana Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kehakiman dll.;



bahwa, harus diakui adanya kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh Kepolisian secara atribut kepada Satpam untuk penegakkan hukum tertentu/ terbatas;


bahwa, Advokat merupakan profesi yang disahkan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang dan pendirianya tidak termasuk kepada Lembaga Negara/ Pemerintah dan hanya sebatas Organisasi yang tidak mendapatkan pembiayaan dari Negara/ Pemerintah; 



bahwa, pada UU Lembaga Negara Non Departemen/ Lembaga Negara Departemen/ Komisi ada menyebutkan frasa “penegak hukum” atau “aparat penegak hukum” yang pada pokoknya memiliki hubungan dengan akar kata “penegak hukum” sebagaimana berikut ini;
  
a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

f. Pasal 101 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penjelasannya:Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
Dalam penjelasannya disebutkan: Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

g. Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penjelasannya: Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam penjelasannya: Yang dimaksud dengan "penegak hukum lain" antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
h. Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

i. Pasal 1 angka 8 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

bahwa, berdasarkan hukum di atas dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menjadi atau disebut sebagai “aparat penegak hukum” setidaknya mengandung Pendanaan/pembiayaan terhadap institusi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sumber dananya sepenuhnya sama berasal dari APBN;
 

bahwa, pada norma dan penjelasan UU 28 tahun 1999 terhadap jabatan Penuntut tidak disebutkan secara khusus sebagai penyelenggara negara walaupaun ada disebutkan Jaksa, dan dengan demikian terhadap Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dengan jabatan penyidik akan memiliki status “Aparat Penyelenggara Negara dan bukan Aparat Penegak Hukum”, kecuali yang dimaksud penyidik pada penjelasan norma adalah diluar Kepolisian, Kejaksaan, KPK sehingga penyidik yang dimaksud pada penjelasan norma adalah PNS sebagaimana ada pada Kementrian Tenaga Kerja, Bea dan Cukai,  Lingkungan Hidup dll, dan terhadap Jaksa yang dimaksud adalah Pegawai Kejaksaan diluar dari Penyidik dan Penuntut;


bahwa, frasa “Aparat Penegak Hukum” sudah sepatutnya ditetapkan batasnya yaitu pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan pada KUHAPidana yang memiliki kewenangan dan kekuasan dalam menetapkan tersangka, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;



bahwa, TNI harus dikecualikan dari Aparat Pengak Hukum karena telah jelas tupoksinya menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI sehingga tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum yang dimaksud oleh KUHAPIdana;



bahwa, Advokat tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena hanya menjalankan profesi sebagaimana dengan jelas pada UU tentang Advokat;



bahwa, Pemohon menggunakan batu uji dalam menyatakan kerugian konstitusinya sebagaimana berikut ini:

Indonesia salah satu negara hukum, dimana segala sesuatu diatur berdasarkan hukum. Sehingga semua warga harus patuh dan taat pada hukum. Setiap yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Misalnya peraturan yang mengatur tentang kedudukan yang sama didepan hukum, yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “. Selain itu ada pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum “. Didalam peratuan tersebut memang benar bahwa dengan adanya hukum maka semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan adil didepan hukum.

V- B A T U   U J I
Pemohon sebagai Profesi Advokat telah diberikan hak konstitusional dan dengan diberlakukannya frasa “aparat penegak hukum” pada norma pasal 11 huruf (a) UU Nomor 30 tahun 2002 dan pemaknaan frasa “aparat penyelenggara negara” diluar dari penjelasan norma a-quo dan Undang-undang terkait oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka kerugian Pemohon akan dapat dibuktikan sebagaimana berikut ini:

Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

bahwa, Pemohon berpendapat Konstitusi mengingatkan dan memberikan jaminan kepada Warga Negaranya segala sesuatu yang ada di dalam kedaulatan Negara berdasar kepada Hukum, dan hukum yang dimaksud adalah hukum berupa Undang-Undang adalah penjelmaan dari UUD 1945;


bahwa, untuk tertibnya hukum yang dimaksud konstitusi tersebut maka Negara telah membuat hukum tentang hirarki perundang-undangan sebagaimana beberapa kali perubahan berikut ini:

1.  Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
Urutannya yaitu :
1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) Undang-undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Keputusan Presiden;
6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

2.  Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :
1) UUD 1945;
2) Tap MPR;
3) Undang Undang;
4) Peraturan pemerintah pengganti UU;
5) PP;
6) Keppres;
7) Peraturan Daerah;
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2)  UU/Perppu;
3)  Peraturan Pemerintah;
4)  Peraturan Presiden;
5)  Peraturan Daerah.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU/Perppu;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah Provinsi;
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan tegas disebutkan oleh norma pasal 7 ayat 2 UU 12/2011 sebagaimana berikut ini
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud padaayat (1).
Penjelasan

Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis PeraturanPerundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

bahwa, Pendapat Pemohon terhadap pemaknaan terhadap konstitusi “negara hukum”  antara lain telah diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;



bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyeludupan pemaknaan pasal 7 ayat 2 UU 12/2011 sehingga dapat menyatakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurus Sita guna mempertentangkan jabatan Panitera Pengganti sama dengan dan/atau adalah yang dimaksud oleh normat pasal 2 UU 28 tahun 1999 sebagaimana berikut ini:

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

7.
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsistrategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

7.
Panitera Pengadilan; dan 


bahwa, dengan kekuatan dan kekuasaan KPK yang tidak dapat dikalahkan oleh Advokat telah berdampak hukum ditetapkannya seorang Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Utara ROHADI SH MH sebagai tersangka karena ia ditetapkan sebagai Aparat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada norma pasal 11 huruf a UU 30 tahun 2002;


bahwa. Pemohon secara nyata telah dikalahkan oleh Lembaga Super Body in casu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melanggar hak konstitusional Advokat yang tetap pada pendirian hukumnya yang berdasar kepada UUD 1945 tentang jabatan Panitera Pengganti bukan jabatan Panitera Pengadilan sebagaimana telah disebutkan oleh Undang-undang tentang Peradilan Umum;
 


bahwa, ASAS PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana berikut ini:

1. Undang-undang tidak berlaku surut “suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut”
2. Undang-undang yang berlaku kemudian (baru) membatalkan undang-undang yang terdahulu (lama). Lex Posteriore derogat legi priori
3. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula “Lex Superiore derogat legi inferior”
4. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum“Lex Specialis derogat legi generali”
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tapi asas ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dalam sistem hukum Indonesia. Karena semua UU dapat diuji


bahwa, UU Nomor 30 tahun 2002 telah menyebutkan “aparat penegak hukum” yang pada waktu itu belum ada Profesi Advokat sebagaimana UU nomor 18 tahun 2003, dengan demikian karena konstitusional menyebutkan negara hukum maka menarik advokat yang lahir setelah frasa “aparat penegak hukum” pada norma pasal 11 huruf (a) berakibat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memaknai konstitusi dan turunan konstitusi dengan benar yang akan berakibat Pemohon menjadi dirugikan;


bahwa, Pemohon sampai kepada kesimpulannya terhadap hak konstitusional pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana berikut ini:

· Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas;

· Undang-undang diturunkan berdasar kepada konstitusional;

· Pengaturan undang-undang berupa hirarki, penyusunan dan penggunaan normanya berdasar kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;

· Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengandung frasa “aparat penegak hukum” terbit sebelum UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga dengan demikian pada waktu pembuatan undang-undang 30 tahun 2002 belum ada “profesi advokat” sehingga dengan demikian dengan menempatkan Advokat sebagai Aparat penegak hukum adalah pelanggaran konstitusi UUD 1945;
· Pemaknaan norma diluar dari ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 berakibat kepada pelanggaran UUD 1945;

· Kerugian Konstitusional Pemohon sangat jelas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang memaknai Panitera Pengganti adalah Panitera Pengadilan dengan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 sehingga Pemohon dalam melakukan pembelaan/ menjalankan profesi advokat menjadi terhambat;
Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

bahwa, Konstitusi menyebutkan kekuasaan kehakiman dan makna konstitusi tersebut berakibat Pemohon dapat menjadi Advokat oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berda dibawahnya;


bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan Advokat sebagai Aparat Penyelenggara Negara akan berakibat hukum pelanggaran konstitusional berdasarkan turunan dari konstitusi menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tidak menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum, sebagaimana norma berkaitan adalah :


Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

PENJELASAN

Pasal 35

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat.Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Pasal 36


Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.


Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.


Untuk itu Penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana.


bahwa, Hakim bukan Aparat Penegak Hukum melainkan sebagai Aparat Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan pada norma pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 dan demikian juga terhadap jabatan Panitera Pengadilan ditetapkan sebagai Aparat Penyelengara Negara;


bahwa, dengan dilakukannya penyelewengan pemaknaan Advokat menjadi Aparat Penegak Hukum pada norma pasal 11 huruf a UU 30/2002 maka Pemohon menjadi dirugikan dan telah menjadi Profesi yang tidak terhormat lagi sebagaimana yang benar profesi advokat yang merupakan profesi terhormat (officium nobile);
 

bahwa, Undang-undang Advokat merupakan penjelmaan dari konstitusional dan hal ini dapat dibuktikan UU Advokat dibuat dengan mempertimbangkan UU yang berkiatan dengan Kekuasaan Kehakiman;



bahwa, UU tentang Advokat pada norma pasal 5 ayat 2 menyatakan status sebagaimana berikut ini:
  

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

Pada pejelasan Umum UU tentang Advokat paragraph kedua disebutkan :

“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”


bahwa, berdasarkan kepada No.14 Tahun 1970  dan UU 8 tahun 2003 sebagai penjelmaan dari konstitusi maka Pemohon sampai kepada Pendapatnya sebagaimana berikut ini:

· Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas dan berada dibawah kekuasaan kehakiman;

· Undang-undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada konstitusional;

· Profesi Advokat hanya disetarakan dengan Aparat Penegak Hukum dengan demikian tidak dapat ditetapkan sebagai Aparat Penegak Hukum;
· Penyetaraan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum sepanjang dalam proses peradilan, dan dengan demikian penyebutan status Aparat Penegak Hukum tidak melekat selamanya atau tidak termasuk diluar Pengadilan;
· Pemaknaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memenjarakan Advokat Kasman Sangaji dan Advokat Berthanaialia Ruruk Kariman adalah pelanggaran konstitusional;
· Penyadapan dan perbuatan lainnya dalam penyelidikan atau niat jahat lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Advokat adalah pelanggaran konstitusi;
Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.


bahwa, Advokat adalah suatu Profesi dan tidak dapat dimaknai sebagai Aparat/ Aparatur, dan Pemohon menjadi advokat guna menjalankan hak konstitusionalnya pasal 27 ayat 2;


bahwa, akibat frasa “Aparat Penegak Hukum” yang terdapat pada norma pasal 11 huruf (a) termasuk Advokat maka pendapat Pemohon telah membatasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana argument berikut ini:


1- Aparat/ Aparatur Penegak Hukum telah dibatasi hak hidupnya berupa gaji dan tunjangan lainnya setiap bulan berdasarkan kepada APBN sementara yang dialami oleh Pemohon tidak pernah mendapatkan penghasilan yang bersumber kepada APBN kecuali fee dari pengguna jasa hukum;

2- Pemohon dapat mendapatkan pengahasilan sah dengan jumlah yang jauh melebihi Aparat Penegak Hukum dan memiliki kehidupan yang mewah dibandingkan Aparat Penegak Hukum;
3- Pemohon tidak dibatasi untuk melakukan perkawinan dan perceraian oleh atasannya sebagaimana ketentuan pada Aparat Penegak Hukum;
4- Pemohon tidak dibatasi waktu bekerjanya dan tidak diharuskan untuk bekerja sebagaimana Aparat Penegak Hukum yang telah ditentukan oleh atasannya;

5- Pemohon tidak memerlukan surat tugas sebagaimana aparat penegak hukum dan hanya memerlukan surat kuasa dari pengguna jasa hukum;

6- Pemohon dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan tidak dipersyaratkan untuk bekerja secara TIM atau diperbantukan;

7- Pemohon tidak mengenal kepangkatan sebagaimana Aparat Penegak Hukum ditentukan kepangkatan, hirarki dan lainnya;


bahwa, Pemohon ditarik sebagai Aparat Penegak Hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan frasa “aparat penegak hukum” pada norma pasal 11 huruf (a) adalan pendzoliman terhadap Advokat atau kriminalisasi Advokat akibat tidak ada pembedaan masa kerja atau jenjang sebagaimana pada “Aparat Penyelenggara Negara” yaitu: Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;


bahwa, berdasarkan kepada frasa “aparat penegak hukum” jika dihubungkan dengan keadaan pemohon yang dijamin oleh Konstitusional maka Pemohon sampai kepada Pendapatnya sebagaimana berikut ini:


· Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas;

· Profesi advokat dapat terjadi akibat konstitusi memberikan lapangan pekerjaan dan adanya kebutuhan Kekuasaan Kehakiman;

· Undang-undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada konstitusional;

· Ketentuan mengenai Aparat Penegak Hukum hanya dapat diberikan kepada Aparat yang mendapatkan upah/ gaji berdasarkan kepada APBN, dan bukan kepada swasta sebagaimana jika dihubungkan tujuan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya kepada Aparatur dan akibat Aparat Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan belum maksimal maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan UU 30 tahun 2002;
B U K T I
Pemohon mengajukan bukti minimal guna mendukung dalil permohonan uji materiil sebagaimana berikut ini:

1. Bukti P-1
adalah foto copy KTP;

2. Bukti P-2 adalah foto copy Karta Advokat;

3. Bukti P-3 adalah Berita Acara Sumpah Advokat;

4. Bukti P-4 adalah Undang-undang Dasar 1945;

5. Bukti P-5 adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Bukti P-6 adalah Surat Perintah Penahanan Nomor:

7. Bukti P-7 adalah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ROHADI SH MH;
VI
P E T I T U M
Pemohon telah sampai kepada akhir dari dalil dan alasan permohonan Judicial Review dan selanjutnya mengajukan permohonan yang tulus kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kasasi suatu putusan yang akan memberikan perlindungan konstitusi terhadap norma yang telah dimohonkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;

2. Menyatakan uji materiil terhadap norma pasal 11 huruf (a) juncto pasal 6 huruf (c) UU nomor 30 tahun 2002 adalah masuk kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan Pemohon dengan Profesi Advokat memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam mengajukan permohon uji materiil;

4. Menyatakan terbukti kerugian Pemohon yang sangat mendasar akibat frasa pada norma pasal 11 huruf (a);

5. Menyatakan frasa “Aparat Penyelenggara Negara” pada norma pasal 11 huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai selain dari isi penjelasannya;
6. Menyatakan frasa “Aparat Penegak Hukum” pada norma pasal 11 huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai adalah A d v o k a t dan’atau pemberi jasa hukum;

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
seandainya Mahkamah berpendapat selain dari petitum di atas maka dimohonkan memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Hormat Kami

P E M O H O N

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH
I. PENDAHULUAN


Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini.



Konstitusionalitas norma tidak dapat dilepaskan dari model pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari praktik pengujian norma abstrak dan norma konkret oleh MK. Pengujian norma konkret dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian norma yang dilakukan oleh MK secara teoritis bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstrak yang akan menjadi fokus pengujian oleh MK. Pada dasarnya norma konkret lebih menitikberatkan implementasi atau penerapan norma. Penerapan norma tidak dapat dilepaskan dari legalitas norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan konstitusionalitas norma adalah menguji kesesuaian norma tersebut dengan batu uji pasal-pasal dalam konstitusi. Apabila landasan pengujian norma adalah Undang-Undang Dasar 1945 maka norma abstrak yang seharusnya menjadi materi utama untuk diuji. Sebaliknya ketika norma konkret yang akan diuji, maka yang harus dipertimbangkan juga adalah penerapan dari norma tersebut yang secara tidak langsung masuk dalam ranah kasus konkret. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu 15 (lima belas) putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang 2003-2013 dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara materiil yang memfokuskan pada ratio decidendi hakim konstitusi dalam menentukan konstitusionalitas norma. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak memisahkan secara dikotomis antara norma abstrak dan norma konkret. Dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara, tidak adanya upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh oleh Pemohon, serta untuk memberikan kepastian hukum yang adil, MK mengabulkan pengujian norma konkret. Meskipun MK tetap tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah norma konkret, sehingga permohonan pemohon hanya dikabulkan sebagian pada pengujian norma abstraknya saja. Sedangkan dalam hal putusan MK yang menolak pengujian norma konkret karena norma yang diujikan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma dan permintaan putusan provisi (putusan sela) yang tidak relevan dengan pokok perkara. Pengujian norma konkret dalam putusan menolak adalah bentuk kehati-hatian MK agar tidak mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan lain yaitu Mahkamah Agung serta peradiIan di bawahnya. Adapun terkait putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, MK menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji norma tersebut. Kedepan, MK perlu menegaskan perihal kedudukan norma sebelum melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap setiap permohonan yang diajukan. Di samping itu MK perlu diberikan kewenangan pengaduan konstitusional (constitutional complaint) atau pertanyaan konstitusional (constitutional question) sehingga terciptanya harmonisasi penafsiran berdasarkan konstitusi.



bahwa, Rakyat / Warga Negara pada saat ini telah merasakan dan dapat mengukur kerugian dan/atau kehilangan hak konstitusinya akibat suatu Undang-Undang yang diberikan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif;



bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat RI (Legislatif) dalam mengesahkan dan/ atau membuat suatu Undang-Undang telah melalui ketentuan yang benar dan/ atau kebiasaan yang sudah ada;



bahwa, Pemerintah (Eksekutif) yang memiliki kewenangan membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan selanjutnya PERPU tersebut akan menjadi Undang-Undang atau batal menjadi Undang-Undang sesuai dengan ketentuan yang benar dan sah;



bahwa, Konstitusi menyebutkan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana berikut ini:


BAB IX, KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 24

(1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.’’’

(2)  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.’’’

(3)  Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.’’’’


bahwa, Kontitusi dengan jelas menyebutkan frasa menegakan hukum beberapa kali yaitu pada pasal 24 ayat (1), pasal 28I ayat (5), pasal 30 ayat (4);
 


bahwa, advokat atau istilah penasihat hukum disebutkan pertama kali pada Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana berikut ini:

BAB VII, BANTUAN HUKUM

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

PENJELASAN

Pasal 35

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat.Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Pasal 36


Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.


Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.


Untuk itu Penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

bahwa, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan, fungsi dan kewenangannya secara khusus telah disebutkan pada konstitusi dan selanjutnya Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berkiatan dengan Advokat dan/ atau Penasehat Hukum beberapa kali disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahannya sebagaimana berikut ini;

Perubahan I dgn UU No. 5/2004, menjadi

Pasal 36
Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.

Penjelasan : 

· Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggung jawab Pemerintah.

· Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasihat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

· Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.

· Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Perubahan II Ditambah dengan UU No. 3/2009, menjadi:
Pasal 7
Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:
b. nonkarier:
1.
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
2.
berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan “profesi hukum” adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundangundangan.
 

bahwa, Negara telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan Advokat dan Bantuan Hukum sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum


bahwa, mengenai Advokat disebutkan pada pasal 1 UU 18 tahun 2003 antara lain:
 

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Status

Pasal 5

(2) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

Pada pejelasan Umum UU tentang Advokat paragraph kedua disebutkan :

“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”


bahwa, pemberantasan korupsi sudah secara khusus ditentukan yang berdasarkan berikut ini:


· Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

· Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ;


bahwa, Pemerintah merasa perlu mengefektifkan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan pasal-pasal pidana dan ketentuan mengenai korupsi yang penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Kepolisian RI Kejaksaan RI yang kewenangannya untuk siap saja tanpa pernah ditentukan limitatif objeknya, dan selanjutnya pada tahun 2002 Pemerintah selain UU Kepolisian dan UU Kejaksaan mengeluarkan Undang-undang lain yang memberikan kekuasaan secara lex specialis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
 


bahwa, KPK pada UU 20/2002 diberikan tugas oleh norma pasal 6 dan khusus untuk norma pasal 6 huruf (c) dalam menjalankan fungsinya diberikan kewenangan dan kekuasaan secara limitative/ ada batas bawah jika dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang dikunci pada norma pasal 11 huruf UU 20/2002, sebagaimana tugas KPK disebutkan pada pasal 6 sebagaimana berikut ini:



Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan Norma

Pasal 11

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 Huruf b

 Cukup jelas

Huruf c

 Cukup jelas

(1)  adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.


bahwa, hubungan Advokat secara pribadi dan atau kantor hukum dengan Panitera Pengganti, Panitera Muda, Wakil Panitera dan Juru Sita sangat erat dalam pengadilan sehingga tidak dapat dilepaskan akan terjadi aliran dana dari Advokat berupa kepentingan pribadi dan atau akibat adanya hubungan kerja dengan Panitera Pengganti, Panitera Muda dan/atau Wakil Panitera;



bahwa, perbuatan memberikan dan menerima uang yang akan berakibat KPK menyangkakan adanya putusan perkara yang tidak sesuai dengan pemikiran KPK akan berakibat Advokat menjadi dirugikan secara konstitusi karena Advokat yang telah dilindungi oleh Konstitusi mencari nafkah dan hak untuk hidup;



bahwa, pemberian gratifikasi tidak dilarang oleh Undang-undang sepanjang ada Laporan oleh si penerima dalam jangka waktu yang ditentukan, dan akibat adanya OTT maka perkara gratifikasi akan menjadi perkara pidana karena penerima tidak pernah diberikan kesempatan untuk melaporkannya akibat suatu gratifikasi terjadi karena adanya penghargaan oleh Advokat kepada jabatan panitera pengganti atau penyelenggara negara lainnya yang tidak menjadi kewenangan KPK:



bahwa, dengan dikabulkan permohonan ini maka jelas frasa “aparat penegak hukum” pada norma dalam UU 30 tahun 2002 pasal 11 huruf a dalam permohonan ini yang diuji materiil tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon in casu ADVOKAT sehingga hak konstitutional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena norma-norma tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah;



bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo.


Norma dengan tegas menyebutkan Advokat sebagai penegak hukum terbatas dan dengan disebutkan “ persidangan “ dengan demikian jika dimaksud persidangan hanya pada saat sidang pengadilan yang dimaksud pada hukum acara perdata dan hukum acara pidana maka kekeliruan komisi pemberantasan korupsi adalah keliru karena perbuatan penyeraha uang oleh Bertha kepada ROHADI SH MH pada tanggal 16 Juni 2016 di depan Universitas 17 Agustus adalah diluar persidangan, tidak berada di lingkungan pengadilan dan perkara yang disangkakan telah putus pada tanggal 15 Juni 2016;

Advpkat yang ditetapkan sebagai Aparat Pengek Hakum oleh KPK yang memiliki norma sebagai satu-satunya pelaksana norma pasal 11 huruf a UU 20 tahun 2002 adalah tidak mengikat karena tidak pernah ada norma dan atau penjelasan norma yang menyatakan Advokat adalah Aparat Penegak Hukum;

Akibat tidak adanya penjelasan mengenai Frasa Aparat Penegak Hukum pada norma pasal 11 huruf a jika dibandingkan dengan Frasa Aparat Penyelenggara Negara yang ada penjelasannya maka sudah sepatutnya frasa terbut dinyatakan tidak berlaku dan membuat KPK dapat memasukkan siapa saja sebagai Aparat Penegak Hukum sesuai dengan pengertiannya sendiri;

Masyarakat sudah dapat memaknai siapa Aparat Penegak Hukum yaitu anggota Polisi, anggota TNI, Jaksa dan Hakim, dan seandainya Advokat adalah bagian dari Aparat Penegak Hukum maka harus dinyatakan tidak berdasar kerena jika dihubungkan dan dibandingkan Aparat Penegak Hukum diluar dari Advokat memiliki kekuasaan, kewenangan dan keistimewaan sebagaimana berikut ini:

1. Diberikan Gaji/ Upah oleh Negara;

2. Dalam melaksanakan tugas mendapatkan surat perintah dari atasan, dan atasannya adalah Pejabat Pemerintah/ Negara;

3. Diberikan kekuasaan dan kewenangan;

4. Tugasnya adalah melakukan penegakkan hukum;

5. Memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak pernah ada ada Advokat;

6. Ada batas usia;

7. Ada kepangkatan dan jenjang karir;

8. Bekerja pada Lembaga Pemerintah / Negara;

9. Dan lain-lain;

Advokat tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sehingga dengan demikian harus dikeluarkan Advokat dari frasa “Aparat Penegak Hukum”

Dengan jelas disebutkan pada pasal 6 c UU 20 tahun 2002 tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan demikian Advokat tidak akan pernah dapat menjadi Aparat Penegak Hukum dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk kepentingan Negara/ Pemerintah karena fungsi Advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang sengan dikenakan penyidikan dan penuntutan di pengadilan;

Dengan menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum adalah tidak tepat dan dipaksakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat fakta dan hukum yang terjadi Advokat hanya sebagai pelengkap atau pendamping dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan setelah pada persidangan Advokat akan secara bebas menyatakan pendapat dan pembelaannya;

Makna dari penegak hukum adalah guna menyatakan warga negara telah melanggar hukum dan terhadap hukum yang dilanggar tersebut maka warga negara harus dijatuhkan hukuman;

Advokat akan menjalankan fungsi Advokat yang pada pokoknya akan melepaskan kliennya dari Aparat Penegak Hukum melalui pembelaan dan pembuktian, dan minimal akan mengurangi hukuman kliennya, dengan demikian akan berlawanan fungsi advokat dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK;
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